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RINGKASAN

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 menggariskan delapan sasaran pokok
sebagai ukuran tercapainya Indonesia yang maju, mandiri dan adil. Salah satu
sasaran pokok tersebut adalah terwujudnya Indonesia sebagai Negara Kepulauan
yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan Nasional yang ditandai
antara lain oleh terbangunnya jaringan sarana dan prasarana transportasi sebagai
perekat semua pulau dan kepulauan Indonesia. Sementara itu salah satu dari
delapan arah pembangunan jangka panjang Tahun 2005-2025 adalah terwujudnya
Bangsa Indonesia yang berdaya saing tinggi yang antara lain hanya dapat
direalisasikan melalui pembangunan transportasi yang mampu mendukung
kegiatan ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan.

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam
mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya
memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang
Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai bagian dari sistem transportasi
nasional, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus dikembangkan potensi dan
perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas
dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta
akuntabilitas penyelenggaraan Negara.

Hampir setiap manusia dalam melakukan kegiatan sehari-harinya
mempergunakan jalan raya. Jalan raya yang merupakan jalan dalam bentuk
apapun yang terbuka untuk lalu lintas umum, sudah merupakan salah satu
kebutuhan pokok bagi warga masyarakat. Dengan sendirinya, jika warga
masyarakat mempergunakan jalan raya tersebut, maka dia mempunyai kewajiban
untuk mematuhi peraturan-peraturan mengenai lalu lintas maupun angkutan jalan
raya. Supaya jalan raya berfungsi, maka diperlukan pengaturan-pengaturan

tertentu mengenai keamanan dan keselamatan.
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Salah satu unsur penyelenggara Transportasi adalah Dinas Perhubungan,
tugas yang sangat penting dalam Dinas Perhubungan ini adalah melaksanakan
KIR atau Uji Kelayakan bagi kendaraan bermotor sperti contoh Bus, Truk,
kendaraan yang digunakan sebagai usaha, dengan kata lain Dinas Perhubungan
mempunyai tugas yaitu melihat kondisi kendaraan tersebut apakah masih layak
dipergunakan. Permasalahan dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana Hak dan Kewajiban Dinas Perhubungan Kabupaten
Banyuwangi dalam melaksanakan tugas pokoknya untuk menindak lanjuti
kelayakan Angkutan jalan menurut Undang — Undang yang berlaku?

2. Bagaimana kedudukan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwangi dalam
pengaturan Lalu Lintas Jalan di Kabupaten Banyuwangi menurut peraturan
Perundang Undangan yang berlaku?

Tujuan dari penulisan ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu: tujuan umum dan
tujuan khusus. Tujuan umum dalam penulisan skripsi ini yaitu: untuk memenuhi
syarat yang diperlukan guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Jember, Sedangkan tujuan khususnya yaitu untuk mengetahui dan
mengkaji permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini.

Tipe penulisan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif sedangkan
pendekatan masalah yaitu dengan mengunakan Undang-Undang dan konseptual.
Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum
primer, sumber bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum serta analisa bahan
hukum. Pada bab pembahasan, akan membahas mengenai 2 (dua) hal yang
terdapat dalam rumusan masalah.

Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwangi melaksanakan tugas pokoknya
untuk menindak lanjuti kelayakan Angkutan Jalan dimana Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan, kendaraan, Pengemudi, Pengguna jalan, serta pengelolaanya.
Untuk tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwangi mempunyai peran serta
untuk menguji kelayakan kendaraan bermotor dimana layak tidaknya beroprasi di
jalan sehingga kewenangan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwangi hanya
melingkupi menguji kelayakan angkutan kendaraan bermotor di dalam sebatas
ruang lingkup dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwangi itu sendiri dan
yang dimaksud dengan pengujian kendaraan bermotor itu sendiri adalah
serangkaian kegiatan menguji dan memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor,
dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan layaknya suatu
kendaraan bermotor itu. Kedudukan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwangi
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dalam pengaturan Lalu Lintas Jalan di Kabupaten Banyuwangi menurut Peraturan
Perundang-Undangan yang berlaku dan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor
22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, diatur mengenai
kewenangan petugas Dinas Perhubungan, dimana dijelaskan bahwa fungsi-fungsi
seperti pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli Lalu Lintas bukan menjadi
kewenangan Dinas Perhubungan melainkan kewenangan petugas kepolisian, dan
di dalam Undang-Undang yang baru ini dimana disebutkan bahwa Dinas
Perhubungan Kabupaten Banyuwangi bekerja sama dengan jajaran Kepolisian
Satuan Lalu Lintas Kabupaten Banyuwangi untuk mencegah terjadinya tindak
pidana dalam pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
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